
BUPATI BANYUMAS 

PROVINS! JA WA TENG AH 

PERATURAN BUPATI 8ANYUMAS 

NOMOR 57 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 52 TAHUN 2020 

TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN 

KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 

Menimbang: 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS, 

a. bahwa <la.lam rangka efektifitas dan kelancaran 

pelaksanaan pembangunan di daerah telah ditetapkan 

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 52 Tahun 2020 

tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di 

Lingkungan Ka bu paten Banyumas Tahun 2021; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembang1,man 

Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Peraturan 
Bupati sebagaimana dalam huruf a perlu dilakukan 

penyesuaian; 

c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

huruf b, perlu dilakukan perubahan terhadap 

Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang 

Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Ka bu paten Banyumas Tahun 2021; 



Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 2 . 

Negara 

tentang 

dalam Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID- 19) dan/ atau dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem 

Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem 

Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485) ; 



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ten tang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4816); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 

Nomor 1312); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 
2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 



Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 9); 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 

2009 Nomor 4 Seri E); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 

2019 ten tang Rencana Pembangunan J angka Menengah 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 110); 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 

Tahun 2011 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri 
E); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri 

D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 
2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas 

Tahun 2021 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah 
Ka bu paten Banyumas Nomor 53); 

19. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 52 Tahun 2020 
tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 

Kabupaten Banyumas Tahun 2021 (Berita Daerah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 52); 



20. Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 41 

Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 

(Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 

Nomor 42) 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 52 TAHUN 2020 

TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI 

LINGKUNGAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 52 Tahun 

2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Kabupaten 

Banyumas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 

Nomor 52), diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 2 

( 1) Sistematika dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun sebagai berikut : 

BABI PENDAHULUAN 

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH 

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 

BAB III 

BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

PENUTUP 

(2) Dokumen Perubahan RENJA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

2 . Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 3 

Perubahan RENJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan bagi 

Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Banyumas dalam menyusun Perubahan 

Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021. 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Banyumas. 
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Ditetapkan di Purwokerto 

pada tanggal ·o 1 OCT 2 021 
BUPATI BANYUMAS, 

zz::::..w, 

ACHMAD HUSEIN 



BABV 

PENUTUP 

Rencana Kerja (RENJA) Kecarnatan Wangon Tahun 2022 merupakan 

landasan operasional pelaksanaan kegiatan yang berfungsi sebagai pengarah 

dan pengendali program kegiatan bidang Pelayanan, pembangunan, 

pemerintahan, Permas dan Trantibum. Masing-masing bidang dijabarkan 

dalarn bentuk kegiatan yang diarahkan dalarn upaya mewujudkan misi 

pembangunan Kabupaten Banyumas "Mewujudkan Banyumas sebagai 

Barometer Pelayanan Publik dengan membangun sistem integritas Birokrasi 

yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat' adalah sebagai 

berikut: 

"Mewujudkan Kinetja Pelayanan Kecamatan yang Prima" 

Dengan demikian penyusunan RENJA Kecarnatan Wangon Tahun 

2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Perangkat Daerah dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai yang ditetapkan dalam 

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 ten tang Kedudukan, 

Susunan Organisasi Perangkat, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecarnatan 

dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas. 

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Wangon Tahun 2022 yang dapat 

kami susun dengan harapan akan mendukung peningkatan kinerja Perangkat 

Daerah. 
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